BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharijo,
maka perlu penyesuaian penjabaran tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kabupataten Sukoharjo;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Sukoharijo,
maka perlu diatur Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Strktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo;



Mengingat

1.

2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);



Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 189);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 359);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009
Nomor 13);

13.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharijo,
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
13 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN TRUKTURAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal |

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009
Nomor 13) diubah sebagai berikut:



1. Bagian Keenam pada Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus.
2. Diantara BAB X DAN BAB Xl disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB X A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

BAB X A

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KECAMATAN

Bagian Kesatu
UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kecamatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 63 A

UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah di wilayah
kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan
mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan UPTD Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan
guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal,

e. membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
di wilayah kecamatan;



(1)

f. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pemungutan Pajak Daerah di wilayah kecamatan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan
Pasal 64 B

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha vyang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi
dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kecamatan mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan
UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kecamatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan perundang-udangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memberikan pelayanan administrasi umum,
organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan,
keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian UPTD Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan;



(1)

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

f.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan masukan pengambilan
kebijakan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Bagian Kedua
Unit Pelayanan

Paragraf 1
Kepala Unit

Pasal 65 C

Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelayanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah di bidang pelayanan
pemungutan pajak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelayanan
mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Unit Pelayanan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kecamatan
di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan
masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan fasilitasi pelayanan yang berhubungan
dengan masalah pajak dan retribusi;

f. melaksanakan peningkatan kelancaran pemungutan
Pajak Daerah;



g. mengawasi, pengendalian dan  mengevaluasi
pekerjaan di bidang Pelayanan;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

i.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan
Pasal 66 D

Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha vyang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi
dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian Unit Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelayanan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan
Unit Pelayanan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memberikan pelayanan administrasi umum,
organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan,
keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian Unit Pelayanan;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

f.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;



(1)

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Bagian Ketiga
Unit Keberatan

Paragraf 1
Kepala Unit

Pasal 67 E

Unit Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Keberatan dan Banding yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang
keberatan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Keberatan
mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Unit Keberatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan
guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di
lingkungan  Dinas  Pendapatan, @ Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan

masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. melaksanakan administrasi keberatan pajak;
f.  menindaklanjuti proses keberatan wajib pajak;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;



(1)

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Unit Keberatan
Pasal 68 F

Sub Bagian Tata Usaha Unit Keberatan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha vyang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi
dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian Unit Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Keberatan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan
Unit Keberatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memberikan pelayanan administrasi umum,
organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan,
keuangan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian Unit Keberatan;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

f.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.



10

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 14 Desember 2011
WARDOYO WIJAYA

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 432



